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Abstrak
 

Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi

signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan

pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65

/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di

Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini

terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan

metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan

pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas,

penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika

Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable

remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan

hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK

mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar

Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul

akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini

dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu

harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan

POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak

menjadi multitafsir dikemudian hari.

......Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant

due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based

on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of

Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This

invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange

Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of

research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant

include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in

the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty.

However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of

arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for
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Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising

from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is

considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis,

namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing

regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit

capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future.


